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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ABSTRAK : Bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah; bahwa struktur dan tarif
Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di
Kabupaten Tebo sehingga dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Retribusi I1zin Mendirikan Bangunan;



Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 54 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor: 05/PRT/M/2016 tentan Izin Mendirikan Bangunan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276); Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan
di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di
Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 3).

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
yang meliputi ketentuan umum, nama, objek, subjek, dan wajib retribusi, rumus
menghitung retribusi, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya
tarif, klasifikasi dan besarnya tarif retribusi, golongan retribusi, wilayah pemungutan
retribusi, pemungutan retribusi, tata cara pembayaran, pemanfaatan, keberatan,
tata cara penagihan, sanksi administrasi, pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa
penagihan, penghapusan piutang retribusi, pemeriksaan, penyidikan, ketentuan
pidana, serta ketentuan penutup.



CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2020.

Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Tebo Tahun 2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor
5).
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